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BUPATI PURWOREJO

P ER AT U R AN B U P ATI PU R W O R E J O
NOMOR : 16 TAHUN 2007

T EN T A N G

P E D O M A N PELAK SA N A AN ALOKA SI DANA K E LU R A H AN

KABU PAT EN PU W OR E J O

BUPATI PU R W OR EJ O ,

Menimban g a . bahw a dala m rangk a meningkatka n pelayana n da n pemberdayaa n
masyaraka t d i tingka t Kelurahan , perl u adany a dukunga n yan g
diber ika n ole h Pemerintah , sala h satuny a dala m bentu k dukunga n
keuangan;

b . bahw a sebaga i wuju d dukunga n keuanga n kepad a Kelurahan ,
Pemerintah Kabupaten Purworejo menga lokas ikan dana dalam bentuk
Alokasi Dana Kelurahan;

c . bahw a aga r dala m pelaksanaa n da n pengelolaa n Alokas i Dan a
Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf b dapat terlaksana secara terara
h da n teruku r perl u diterbitkan Peratura n Bupat i tentan g Pedoma n
Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 . Undang-undan g Nomo r 1 7 Tahu n 200 3 tentan g Keuanga n Negar a
(Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 200 3 Nomo r 47 ,
Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar
a (Lembara n Negara Republi k Indonesia Tahu n 200 4 Nomor 5 , Tam baha n
Lembaran Negara Nomor 4355);

4 . Undang-undan g Nomo r 1 5 Tahu n 200 4 tentan g Pemeriksaa n
Pengelo laan dan Tanggung jaw ab Keuangan Negara (Lembaran Negar
a Republi k Indonesia Tahu n 200 4 Nomo r 66 , Tambaha n Lembara n
Negara Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6 . Undang-undan g Nomo r 3 3 tahu n 200 4 tentan g Perimbanga n
Keuanga n antar a Pemerinta h Pusa t da n Pemerintaha n d i Daera h
(Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 200 4 Nomo r 126 ,
Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntans i Pemer intahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Per imbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tam bah an Lembaran Negara Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tam bah an Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peratura n Pemerinta h Nomo r 7 3 Tahu n 200 5 tentan g Keluraha n
(Lembara n Negar a Republ i k Indonesi a Tahu n 200 5 Nomo r 159,
Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4588);

11 . Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwore jo Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-poko k Pengelolaa n Keuanga n Daera h (Lembara n Daera h
Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : P ER AT U R AN BUPATI T EN T A NG P ED O M AN PELAKS AN A AN ALOKA SI DANA
KELU R AH A N KABUPAT EN P U R W O R E J O

BAB I KETENTUAN U M UM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

5. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.

6. Kelurahan adalah wi layah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah
kerja kecamatan

7 . Lembag a Kemasyarakata n ata u sebuta n lain adala h lembag a yan g dibentu k ole h
masyaraka t sesua i denga n kebutuha n da n merupaka n mitra lurah dala m
memberdayakan masyarakat ;

8 . Dan a Per imbanga n adala h dan a yan g bersumbe r dari pendapata n Anggara n
Pendapata n da n Belanj a Negar a yan g dialokasika n kepad a Daera h untu k mendana i
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentral isas i.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat AP B D adalah rencan
a keuanga n tahuna n Pemerinta h Daera h yan g dibaha s da n disetuju i bersam a ole h
Pemerinta h Daera h da n Dewa n Perwakila n Rakya t Daerah , da n ditetapka n denga n
Peraturan Daerah.

10. Alokas i Dan a Keluraha n yan g selanjutny a disingka t AD K adala h bagia n dan a yan g
bersumbe r dari A P B D yan g diperuntukka n untu k membiaya i penyelenggaraa n
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
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11 . Rencana Kerja da n Anggara n Kelurahan , yan g selanjutny a disingka t RKAKe l adalah dokume n
perencanaa n da n penganggara n yan g berisi rencan a pendapatan , rencan a belanj a
progra m da n kegiatan Keluraha n sert a rencana pembiayaa n sebaga i dasa r penyusuna n
DPAKel

12. Dokume n Pelaksanaa n Anggara n Kelurahan , yan g selanjutny a disingka t DPAKe l adala h
dokumen yang memua t pendapatan , belanja dan pembiayaan yang digunakan sebaga i
dasar pelaksanaan anggaran oleh Lurah.

13. Penanggungjawa b adala h Lura h yan g karen a jabatanny a mempunya i kewenanga n
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan ADK.

14.Pemimpi n Kegiata n adala h Perangka t Keluraha n yan g ditunju k ole h Lura h untuk
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya

15.Bendahar a A D K yan g selanjutny a disebu t bendahar a adala h Perangka t Keluraha n yan g
ditunju k ole h Lura h dala m kapasita s selak u bendahar a khusu s AD K yan g mempunya i
kem am pu a n tekni s da n administras i sert a memil ik i nilai yan g baik terhada p prestas i
pertanggungjawaban dan kejujuran.

16. Musyawara h Keluraha n adala h suat u foru m per temua n masyaraka t Kelurahan yang bertujuan
untu k m enam pun g , mendapatkan , mem bah a s aspiras i / usula n kegiata n sert a memutuska n
usula n priorita s kegiata n d i t ingka t Keluraha n yan g dihadir i ole h LKMD , Lembaga- lembag a
kemasyarakata n yan g ad a d i Kelurahan , unsu r toko h masyaraka t da n toko h agam a d i
Kelurahan setempat.

BAB II

M A K SU D , T U J U AN DAN R U AN G LINGKU P Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah :

a . member ika n pedom a n kepad a Pemer intaha n Keluraha n dala m mengelol a da n
menggunakan ADK.

b . member ika n dasa r huku m bag i Pemer intaha n Keluraha n dala m mengelol a da n
menggunakan AD K.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pengelolaan AD K adalah agar pengelolaan dan penggunaa
n A D K dapat ter laksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan AD K yang diatur dalam Peraturan ini meliput i:

a . kewajiba n Keluraha n untu k menyelenggaraka n urusa n pemer intaha n yan g sesua i
kewenangannya;

b. kewajiban menum buhk an prakarsa mandiri dari segenap elemen masyarakat
Kelurahan dalam menentukan penggunaan ADK;

c. kekuasaan pengelo laan ADK;

d. pelaksanaan dan penggunaan ADK;

e. pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan ADK; dan f .

pembinaan dan pengawasan penggunaan ADK.
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BAB III PEN GEL OL A A N

Pasal 5

( 1 ) A D K yang diter ima masing-mas ing Kelurahan dimasukkan dalam APBKel pada setiap awa
l tiap T ahun anggaran.

(2) Semua pener imaan dan pengeluaran keuangan A D K dicatat dan dibukukan dalam
Buku Administ rasi Keuangan Kelurahan oleh Bendahara.

(3) Apabi la pada saat penetapa n Peraturan Kelurahan tentang APBK e l pada awa l tahun anggaran
sebaga iman a dimaksu d aya t (1), besara n A D K yan g aka n diterim a masing-masin g
Kelurahan belum diketahui , maka besaran yang digunakan adalah alokasi pener imaan dana
AD K atau dengan nama lain sebagaimana yang diterima tahun sebelumnya.

(4) Penyesuaian akibat ketentuan ayat (3) adalah pada tahun berjalan diterbitkan Peraturan
Kelurahan tentang Perubahan APBKel untuk menyesuaikan besaran ADK dimaksud.

BAB IV ORGANISASI PEN GELO LA

Pasal 6

Aga r pengelolaa n AD K dapa t berjala n denga n tertib , taa t asas , sesua i peratura n
perundang-undanga n yan g berlaku , efektif, ef is ien , t ranspara n da n dapa t
dipertanggungjawabkan dari segi administratif , fisik dan hukum maka harus dibuat organisasi
pengelolaan AD K.

Pasal 7

( 1 ) D i set iap Kelurahan dibentuk Organisasi Pengelola A D K yang ditetapkan dengan
Keputusan Lurah yang terdiri dari :

a. Penanggungjawab b. Pemimpi

n Kegiatan c. Bendahara

(2) Tugas Pengelola A D K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut
dalam Petunjuk Tekn isyang ditetapkan oleh Bupat i.

Pasal 8

(1) Untuk memfasil i tasi pengelolaan dan pemanfaatan ADK, maka di Tingkat
Kabupaten dibentuk Tim Penanganan Administ rasi Alokasi Dana Kelurahan
Kabupaten Purworejo yang dibentuk setiap tahun oleh Bupat i.

(2) Untuk memfasil i tas i pengelolaan dan pemanfaata n AD K d i Tingka t Kecamatan dibentuk
Tim Fasilitasi T ingkat Kecamatan ditetapkan setiap tahun oleh Camat sesuai petunjuk yan
g diterbitkan Bupat i.
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BAB V P EN G G U N A AN

Pasal 9

(1). AD K yan g diter im a ole h masing-masin g Keluraha n dipergunaka n untuk Biaya
Operasiona l penyelenggaraa n Pemerinta h Keluraha n sebesa r 8 % ( delapa n per seratus )
dan untuk Biaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar

92 % ( sembi lan puluh dua per seratus ).

(2). Penggunaa n biay a Operasiona l Pemerinta h Kelurahan , Biay a Pembanguna n da n
Pemberdayaa n masyaraka t secar a rinci diatur lebih lanjut da la m petunju k tekni s yan g
ditetapkan oleh Bupat i .

(3). Rencana penggunaan AD K untuk masing-mas ing jenis belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) disusun dalam RKAKel , dengan Format sebagaimana tercantu
m dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10

(1) RKAKe l sebaga iman a dimaksu d dala m Pasa l 9 aya t (3) d imusyawarahka n dala m rapat
Musyawara h Keluraha n yan g dihadir i ole h semu a lembag a yan g ad a d i keluraha n
sepert i LKMD , RT/RW , PKK , Karan g Tarun a da n unsu r toko h masyaraka t da n
tokoh agama di kelurahan setempat dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

(2) Hasil musyawara h sebagaiman a dimaksu d pad a aya t (1) haru s di tuangka n dala m Berita
Acara, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(3) RKAKe l yan g tela h disetuju i dala m rapa t Musyawara h Keluraha n dimasukka n dala m
APBKe l .

(4) AD K yan g tela h dimasukka n dala m APBKe l , di tetapka n ole h penanggungjawa b menjad i
DPAKel yang selanjutnya dijadikan pedoman pengelolaan dan penggunaan ADK.

(5) Format DPAKe l sebaga imana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI PENCAIRAN DANA

Pasal 11

(1) AD K dicairkan berdasarkan permohonan pencairan A D K dari penanggung jawab kepada
Bupat i.

(2) Permohonan pencairan AD K diajukan oleh Tim Fasilitasi t ingkat Kecamatan setelah adanya
pember i tahuan pencairan ADK dari Bupat i.

(3) Permohonan pencairan AD K sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis
dengan dilampiri :

a. APBKelurahan yang telah di tetapkan. b. DPA

Kelurahan

c. Keputusan penunjukan pengelola AD K

d. SPJ termin sebelumnya
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(4) Terhadap permohonan pencairan AD K yang telah benar dan lengkap diajukan oleh penanggun
g jawa b kepad a Bupat i c.q. Kepal a Bagia n Keuanga n Setd a Kab . Purworej o ata u
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidang i melalui camat untuk dibuatkan SP M dan
selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(5) Terhada p permohona n pencaira n AD K yan g belu m bena r / belu m lengkap ,
dikembalikan kepada penanggung jawab melalui camat untuk dilengkapi atau dibetulkan
denga n diserta i catata n kekuranga n persyarata n ata u kesalaha n yan g haru s diberbaik i /
d i lengkap i.

(6) Terhadap permohonan pencairan AD K yang dikembal ikan harus dilengkapi /
diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari sejak diter imanya berkas pengembal ian.

(7) Untuk mempermuda h prose s pencairan ADK , mas ing-mas in g keluraha n membuk a rekening
pener imaan AD K atas nama Pemerintah Kelurahan pada Bank yang ditunjuk.

BAB VII

P ER U B AH A N PEN GG U N A AN A D K Pasal 12

(1) Perubahan Alokas i penggunaan A D K dapat di lakukan apabi la :

a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah kebi jakan yang telah ditetapkan;

b. Keadaan yang menyebabkan harus di lakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan
atau antar jen is biaya;

c. Keadaan darurat, misalnya terjadi bencana;

d. Keadaan khusus, misalnya di Kelurahan ada suatu kegiatan yang harus
menyediakan dana pendamping.

(2) Perubahan alokas i penggunaan AD K dimusyawarahkan dalam Rapat Musyawarah Kelurahan
dan hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara , dengan Format sebagaimana tercantu
m dalam Lampiran IV Peraturan ini.

(3) Perubahan alokasi penggunaan A D K harus disertai dengan perubahan RKAKel, APBKel da
n DPAKel

(4) Perubahan alokasi penggunaan AD K hanya dapat di lakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahu
n anggaran

BAB VIII P E RT ANGG U NGJAW AB AN P E N G GU N A A N A D K

Bagian Pertama

Surat Per tanggungjawaban

Pasal 13

(1) Dala m memper tanggungjawabka n keuanga n ADK , Penanggungjawa b AD K waji b
menyampaikan dokum en pertanggungjawaban AD K yang terdiri dari :

a. Buku Kas U mum AD K dibuat per bulan, dengan format sebaga imana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan ini.

b. Ringkasan pengeluaran per rincian biaya dibuat per termin yang dilampiri bukt i- bukti
pengeluaran yang sah.

c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara.
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d. Surat Per tanggungjawaban (SPJ), dengan format adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan ini.

(2) Surat Per tanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4
(empat), dengan ketentuan sebagai ber i k u t :

a. Asl i dan 1 (satu) tembusan disampaikan kepada Bupat i c.q. Kepala Bagian Keuangan
Setd a Kabupate n Purworej o ata u Satua n Kerja Perangka t Daera h yan g membidang i
melalui T im Fasilitasi T ingkat Kecamatan.

b. 1 (satu) tembusan disampaikan kepada Camat. c. 1

(satu) asli sebagai arsip Kelurahan.

Bagian Kedua

Laporan Realisasi Semesteran dan Tahunan

Pasal 14

(1) Penanggungjawab waj ib menyampaikan laporan realisasi pengelolaan dan penggunaa
n AD K setia p semester , palin g lamba t 5 (lima) hari kerja sebelu m period e tiap semeste r
berakhir, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini

(2) Laporan realisasi semester sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q.
Kepal a Bagia n Keuanga n Setd a Kabupate n Purworej o ata u Satua n Kerja Perangka t Daera h
yang membidangi melalui T im Fasilitasi T ingkat Kecamatan dengan tembusan kepada :

a. Bagian Bina Program Setda Kabupaten Purworejo b. Bagian

Pemer intahan Setda Kabupaten Purworejo

Pasal 15

(1) Penanggungjawab waj ib menyampaikan laporan realisasi pengelolaan dan penggunaa
n AD K tahunan , paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir ,
dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini

(2) Laporan realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) d isampaikan kepada Bupati c.q.
Kepal a Bagia n Keuanga n Setd a Kabupate n Purworej o ata u Satua n Kerja Perangka t Daera h
yang membidangi melalui T im Fasilitasi T ingkat Kecamatan dengan tembusan kepada :

a. Bagian Bina Program Setda Kabupaten Purworejo b. Bagian

Pemer intahan Setda Kabupaten Purworejo

BAB IX

PE N G EN DALIAN DAN P E N G A W A S A N Bagian

Kesatu Pengendalian

Pasal 16

(1 )Ag a r pelaksanaa n AD K sesua i perencanaa n yan g tela h di tetapka n sehingg a tepa t waktu ,
tepa t mutu , tert i b administ ras i , tepa t sasara n da n tepa t manfaat , mak a perlu di lakuka n
pengendal ian ADK.

(2) Pengendal ian di laksanakan dengan cara menelit i administ ras i, pemantauan fisik/
lapangan dan rapat koordinasi pengelola ADK.
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(3) Rapa t koordinas i pengendal ia n pelaksanaa n AD K sebagaiman a dimaksu d pad a aya t (2)
di laksanakan dengan ketentuan sebagai be r i ku t :

a. rapat koordinas i inter n Kelurahan , diselenggaraka n min ima l 3 (tiga) bula n sekali da n
hasilny a di laporka n kepad a Cama t palin g lamba t tangga l 1 0 (sepuluh ) hah kerja seja k
tanggal pe laksanaan rapat;

b . rapat koordinas i pengendal ian t ingka t kabupaten , diselenggarakan setiap semester
untu k mengevaluas i kinerja pelaksanaa n AD K , mengidenti f ikas i permasalaha n da n
hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya

(4) Pengendal ian pelaksanaan A D K di Kelurahan di laksanakan secara intern dan berjenjang
dibawah koordinasi Penanggungjawab ADK.

(5) Pengendal ian pelaksanaan A D K di Tingkat Kabupaten di laksanakan oleh Tim Penangana
n Administ ras i A lokasi Dana Kelurahan Kabupaten Purworejo yang dibentuk oleh Bupat i.

Bagian Kedua

Pengawasan Pasal 17

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan AD K dapat di laksanakan oleh masyaraka
t dan Pengawas Fungsional Pemerintah.

(2) Untu k men jam i n pencapaia n sasara n ADK , d i laksanaka n pengawasa n langsun g ole h
masyaraka t yan g di lakuka n berdasarka n bukti-bukt i yan g dapa t
dipertanggungjawabkan.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan AD K beserta kegiatannya di lakukan oleh Aparat
Pengawas Fungsional Pemer intah.

(4) Apabi l a berdasarka n hasil pengawasa n terdapa t indikas i terjadiny a penyimpanga n ata u
penyalahgunaan AD K, maka penyelesaiannya di laksanakan secara berjenjang mulai dari t ingka
t Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB X

S A N K S I Pasal 18

(1) Terhada p pihak-piha k yan g terbukt i melakuka n peny impanga n da n ata u
penyelewenga n dala m mengelola dan menggunaka n ADK , dikena i sanks i sesua i peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi Kelurahan yang tidak dapat memper tanggungjawabk an pengelolaan dan penggunaa
n keuangan AD K pada satu termin, dikenakan sanks i berupa penundaan pencairan A D K termin
ber ikutnya.

(3) Penundaa n pencai ra n A D K sebagaiman a dimaksu d aya t (2) di laksanaka n sampa i denga n
kewaj iban memper tanggungjawabk an pengelolaan dan penggunaan ADK dapat d ipenuh i.
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BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Dalam ria l Lurah selaku Penanggungjaw ab pengelola keuangan AD K berhalangan tetap atau
berhalanga n sementara , mak a Cama t menunju k penanggungjawa b pengelol a AD K
setempa t dar i Unsu r Perangka t Keluraha n bersangkuta n berdasarka n musyawara h
antara Perangkat Kelurahan dengan LKMD

(2) Dala m hal bendahar a berhalanga n teta p ata u berhalanga n sementar a (1 bula n - 3 bulan) ,
mak a Penanggungjawa b pengelol a AD K dapa t menunju k penggant i sementar a ata u
penggant i tetap bendahara dari unsur Perangkat Kelurahan.

(3) Dala m hal Penanggungjawa b ata u bendahar a t ida k dapa t
memper tanggungjawabk a n penggunaa n keuanga n AD K karen a t indaka n pribadi , mak a
penyelesaianny a dibebanka n pad a Penanggungjawa b ata u bendahar a yan g bersangkutan ,
tanpa mempengaruhi proses pencairan AD K Term in selanjutnya.

BAB XII PENUT U P

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai ber laku pada tanggal d iundangkan.

Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 29 Juni 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M


